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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan

tinggalkan sisa riba (vang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”
(QS Al-Bagarah : 278)
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ABSTRAK

Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), merupakan kegiatan
pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan
pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan
simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan
kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum khususnya
kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan
lapangan kerja di pedesaan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Apakah praktik Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan
Gringsing Kabupaten Batang sudah sesuai dengan aturan yang di tetapkan ? (2) Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan PinjamKelompok Perempuan (SPP)
dan bagaimana implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan
terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing?.Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk
menjelaskan praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK
Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. (2) Untuk Menjelaskan tinjauan hukum
Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan
menjelaskan implikasi Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri
Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing.

Penelitianiniberdasarkan pada penelitian hukum empiris, yakni suatu metode
penilitian hukum yang berfugsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti
bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif
analitik. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dan
dokumentasi.Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan
sewajarnya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis. Pada
kesempatan ini, penyusun menggunakan pendekatan studi kasus (case study) yang
penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, yaitu pada kasus pinjaman di SPP PNPM
Mandiri UPK Amanah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik simpan pinjam oleh PNPM Mandiri
dengan pengelolaan simpan pinjam oleh UPK Amanah yang ada di Kecamatan Gringsing
yaitu adanya praktik meminjamkan modal kepada masyarakat khusus kaum
perempuan.Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK
Amanah ini dikategorikan sebagai akad gardh atau utang piutang yang merupakan akad non
profit atau ftabarru (tolong menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk
memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang
cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan
bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi,
akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Akan tetapi, berdasarkan
uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk
dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab
Malikiyah, sebagian Syafi’iyah dan Hanabilah.Implikasi atau dampak yang ditimbulkan
adanya pinjaman ini adalah mudahnya masyarakat miskin perdesaan mendapatkan pinjaman
modal dengan bunga yang ringan, syarat yang mudah serta tanpa agunan.

Kata kunci : gardh / pinjaman/ utang, riba,bunga,SPP,PNPM mandiri.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya selain
sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial
di mana manusia hidup berdampingan dan saling membutuhkan manusia
yang lain. Dalam bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut sangat beragam baik,
primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memperoleh semua itu perlu
kerjasama dan saling membantu, khususnya orang kaya membantu yang
miskin dan yang mampu membantu yang tidak mampu. Islam adalah
agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari urusan
manusia dengan tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan
alam. Untuk urusan manusia dengan manusia atau muamalah juga telah
diatur secara merinci, mana hal yang diperbolehkan dan dilarang dalam
pelaksanaan muamalah.

Salah satu dari kegiatan muamalah adalah utang-piutang atau
pinjaman yang dalam figh muamalah biasa disebut dengan gqardh,
sedangkan dalam mekanismenya adalah pengalihan harta untuk sementara
waktu kepada pihak yang berhutang, pihak yang menerima pemilikan itu
diperbolehkan memanfaatkan harta yang diberikan itu tanpa harus
membayar imbalan, dan dalam kurun waktu tertentu penerima harta
tersebut wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak
pemberi dengan barang dengan nilai yang sama.' Sebagaimana tercantum

dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 245:

IO+ QO A A # o I OVHONDRB A Lo s
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" Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, Ensiklopedi Figh Muamalah dalam Pandangan 4
Madzhab, Terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta : Maktabah al-Hanif, 2009, hlm 153.
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“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang
baik, Maka Allah akan melipat gandakan pinjaman itu untuknya, dan Dia
akan memperoleh pahala yang banyak.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan
bantuan berupa pinjaman baik berupa barang atau benda di jalan Allah,
maka Allah akan melipat gandakan pinjaman tersebut berupa rizki yang
melimpah. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan
pinjaman kepada orang yang membutuhkan, selama orang tersebut mampu
untuk memberikan pinjaman, salah satunya adalah memberikan pinjaman
uang. ’

Utang-piutang (qardh) secara bahasa adalah potongan atau
terputus. Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang
kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.’
Pengertian lain dari utang-piutang atau gardh adalah harta yang diberikan
oleh mugqridh (pemberi utang) kepada mugtaridh (orang yang berutang)
untuk dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat
mugtaridh mampu mengembalikannya.’

Akad gardh atau pinjaman bertujuan sebagai sikap ramah tamah
sesama manusia, membantu dan memudahkan segala urusan kehidupan
mereka, dan bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan
berbisnis.® Apabila dalam akad gardh mencantumkan syarat pembayaran
yang melebihi pokok pinjaman (ziyadah), praktek tersebut mengandung
unsur riba.” Riba utang piutang atau riba nasi’ah ialah tambahan yang

sudah ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman

* Kementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta

Penerbit Wali, cet.2, 2013, him 21.

* Rachmat Syafe’i, Figh Muamalah, Bandung : Pustaka Setia, 2001, hlm 15.
* Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Fajar Media Press,

2014, hlm 177.

3 Yusuf as- Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Bogor : al-

Azar Press, 2011, hlm 364

% Sayyid Sabiq, Terjemah Figh Sunnah, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, cet.l

" Wahbah Zuhaili, F. igh Imam Syafi’i 2, Jakarta : Almahira, 2010, cet 1, hlm 21.



dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan
bertempo. *

Masalah utang sudah menjadi realitas kehidupan ekonomi
masyarakat Indonesia, bahkan mungkin di beberapa negara di dunia. Pada
awal tahun 2009 lalu, Marketing Research Indonesia (MRI), sebuah
lembaga survei terkemuka di Indonesia, melakukan jajak pendapat
mengenai utang piutang, dan hasilnya menunjukkan mayoritas responden
yang ditanya, membayar tunda (utang) pada waktu tertentu untuk
kebutuhan tepat adalah wajar. Bahkan 64 % diantaranya menganggap
meminjam dana untuk kebutuhan pribadi (bukan perusahaan) di saat ini
tak terhindarkan.’

PNPM Mandiri Perdesaan menyediakan dana langsung dari pusat
(APBN) dan daerah (APBD) yang disalurkan ke rekening kolektif desa di
kecamatan. Masyarakat desa dapat mempergunakan dana tersebut sebagai
hibah untuk membangun sarana/prasarana penunjang produktivitas desa,
pinjaman bagi kelompok ekonomi untuk modal usaha bergulir, atau
kegiatan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Setiap penyaluran dana
yang turun ke masyarakat harus sesuai dengan dokumen yang dikirimkan
ke pusat agar memudahkan penelusuran.'” Dari berbagai bentuk
penyaluran dana PNPM Mandiri terdapat satu penyaluran dana untuk
simpan pinjam kepada masyarakat. Program Pengembangan Kecamatan
(PPK) yang dalam perkembangannya dijadikan sebagai Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) adalah
kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat perdesaaan yang
ditetapkan oleh pemerintah untuk mempercepat penanggulangan
kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam rangka mendukung

pelaksanaan dan pelestarian program tersebut maka Undang-undang

¥ Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit
Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, him 114.

? Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit
Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 3.

1" Wikipedia.com



nomor 32 tahun 2004 pasal 214 mengamanatkan perlunya kerjasama antar
desa demi kepentingan desa-desa di suatu wilayah dan didukung dengan
PP 72/2005 serta Surat Edaran Mendagri nomor 414.2/1402/PMD tahun
2006 untuk mengintegrasi kelembagaan ke dalam peraturan perundangan
yang berlaku maka perlu dilakukan pembentukan Badan Kerjasama Antar
Desa (BKAD). Landasan ini berperan dalam rangka untuk memberikan
adanya kepastian hukum untuk mengatasi hambatan dalam perlindungan
dan pelestarian aset-aset PPK/PNPM dan atau program sejenis.

Untuk mewujudkan visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan maka
perlu kiranya untuk diaplikasikan dalam sebuah tindakan konkrit yaitu
perwujudan dalam bentuk beberapa macam kegiatan salah satunya adalah
kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Kegiatan ini
merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan
yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dan tujuan dari kegiatan SPP
ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam
perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan
kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan
kaum khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah
tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan. Kegiatan
Simpan Pinjam Perempuan ini mempunyai sasaran yaitu rumah tangga
miskin yang produktif yang sangat memerlukan pendanaan kegiatan usaha
ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam
perempuan yang sudah ada di masyarakat. '

Kecamatan Gringsing merupakan salah satu kecamatan yang ada di
kabupaten Batang yang penduduknya sebagian besar bekerja sebagai
petani, buruh dan sebagian kecil pedagang, karena wilayah kecamatan
Gringsing sebagian besar adalah persawahan ataupun perkebunan. Dalam
memenuhi kebutuhan sehari — hari sejatinya masyarakat di kecamatan
Gringsing memerlukan pinjaman modal yang mudah dan tidak

memberatkan untuk pemenuhan kebutuhan maupun modal usaha.

""Upk-Jatibanteng.blogspot.com, diakses pada tanggal 25 maret 2018, 21.00



Di kecamatan Gringsing sendiri PPK (Program Pengembangan
Kecamatan) dibentuk pada tahun 2004 dan kemudian atas kebijakan
pemerintah diganti dengan UPK (Unit Pengelola Keuangan) Simpan
Pinjam Perempuan (SPP) yaitu pada tahun 2005. Kegiatan pinjaman ini
dilakukan dengan tujuan memberikan modal kepada rumah tangga miskin
untuk membuat atau menambah usahanya dengan membebankan bunga
atau uang jasa tambahan sebesar 1% tiap bulan atau 12% tiap tahunnya.
Ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Gringsing tentang akad yang
diperbolehkan dalam Islam dan kebutuhan yang semakin kompleks,
membuat simpan pinjam ini masih berjalan hingga sekarang. Dan dampak
positif yang ditimbulkan dari pelaksanaan simpan pinjam ini juga bisa
dibilang membantu keadaan ekonomi masyarakat khususnya perempuan,
serta bunga yang relatif kecil jika dibandingkan dengan bunga pinjaman di
bank maupun lembaga keuangan lain. Lalu bagaimanakah hukum Islam
memandang kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan di UPK
AmanahKecamatan Gringsing?Serta bagaimanakah implikasi adanya
simpan pinjam perempuan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing?

Dari uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PELAKSAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN (SPP)
PNPM MANDIRI PERDESAAN (Studi Kasus di UPK Amanah

Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang)”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan tersebut diatas, maka
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM
Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten
Batang sudah sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh UPK ?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan

Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di BKAD



Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bagaimana
implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan

terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah

sebagai berikut:

1.

Untuk Menjelaskan praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM
Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten
Batang.

Untuk Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri
Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang
dan Menjelaskan implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM

Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

Secara Akademis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan
akademis dari teori yang ada terutama hukum Islam dan hukum pada
umumnya dan khususnya bagi para pelaku simpan pinjam, baik
anggota maupun pengelola.

Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber
informasi bagi para pelaku yaitu para pihak yang terlibat dalam
Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri
Perdesaan UPK Amanah Kecamatan Gringsing, agar lebih
memperhatikan aspek hukum Islam dalam melaksanakan suatu

kegiatan muamalah.

D. TelaahPustaka



Untuk menghindari penelitian terhadap objek yang sama atau
pengulangan terhadap penelitian yang sama, serta menghindari anggapan
adanya plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan kajian
terhadap karya-karya yang pernah ada. Penelitian yang dilakukan
penyusun adalah tentang tinjauan hukum islam terhadap praktek simpan
pinjam SPP  PNPM Mandiri di UPK Amanah Kecamatan
Gringsing.Setelah mencari di berbagai literatur, penyusun menemukan
beberapa yang membahas simpan pinjam atau pinjaman tetapi dengan
objek yang berbeda.

Dalam jurnal al-Ahkam karya Abdul Ghofur Dosen fakultas
syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Konsep
Riba dalam Al-Qur’an” membahas tentang macam-macam riba, dasar
hukum serta praktik riba. Didalamnya terdapat pula pembahasan mengenai
bunga atau tambahan pada kegiatan keuangan pada lembaga keuangan
yang ada di masa sekarang ini. '

Dalam jurnal karya Juliarni Sipayung yang berjudul “ Efektivitas
Pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun
Purba Kabupaten Deli Serdang” membahas tentang seberapa efektif
simpan pinjam tersebut untuk memberdayakan dan meningkatkan taraf
kehidupan anggota SPP. "°

Dalam jurnal karya Purwati Lestarini yang berjudul “Pengaruh
Kredit SPP (Simpan Pinjam Perempuan) PNPM-MP Terhadap pendapatan
Masyarakat” membahas tentang seberapa besar pengaruh SPP terhadap

pendapatan masyarakat anggota simpan pinjam."*

'2 Ghofur, Abdul, Konsep Riba dalam Al-Qur’an , Jurnal al-Ahkam FSH UIN Walisongo

’ Sipayung Juliarni, Eefektivitas Pelaksaan Program Simpan Pinjam Perempuan
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Bangun Purba
Kabupaten Deli Serdang,juliarnisipayung@yahoo.com, Diakses pada tanggal 20 Maret 2018,
21.30 WIB

' Lestarini, Purwati, Pengaruh Kredit SPP (Simpan Pinjam Khusus Perempuan) PNPM-
MP Terhadap pendapatan Masyarakat, Jurnal Pendidikan IKIP Veteran Semarang, Vol 01 No 01
Juni 2013.




Skripsi karya Zainal Abidin (2011) Muamalah, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang berjudul “Tinjauan Hukum
Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM (Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Kelurahan Penggaron Lor
Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Skripsi ini membahas tentang
praktek pinjaman tanpa agunan yang menggunakan akad gardh atau utang
dan merupakan transaksi non profit.

Skripsi karya Siti Mukaromah (2014) mahasiswi jurusan Ekonomi
Islam fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Walisongo Semarang yang
berjudul “Implementasi SPP (Simpan Pinjam Kelmpok Perempuan) dalam
Program PNPM-MP Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Muslim di Desa Tungu Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan”. Pada
skripsi ini membahas bagaimanakah implementasi kegiatan simpan pinjam
SPP PNPM-MP ini di desa Tungu.

Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi ataupun jurnal yang
telah disebutkan adalah adanya pembahasan tentang riba, gardh, dan
simpan pinjam serta simpan pinjam kelompok perempuan (SPP PNPM
Mandiri Perdesaan). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan jurnal
karya Juliarni Sipayung adalah pada penelitian ini membahas praktik SPP
menurut Hukum Islam, sedangkan jurnal tersebut membahas bagaimana
efektivitas pelaksanaan SPP. Perbedaan dengan jurnal karya Purwati
Lestarini adalah terletak pada pembahasan jurnal yang lebih menekankan
pada pengaruh SPP di masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian karya Zainal Abidin
adalah terletak pada lembaga yang berbeda meskipun dari program
pemerintah yang sama. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian
karya Siti Mukaromah adalah terletak pada pembahasan penelitian
terdahulu yang membahas implementasinya kepada masyarakat,
sedangkan penelitian ini membahas bagaimanakah praktik pelaksanaan

SPP menurut Hukum Islam dan implikasinya.



E. MetodePenelitian

Disiplin ilmu hukum bisa diartikan sistem ajaran tentang hukum,
sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hai ini
berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-
citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat."’

Penelitian dalam bahasa Inggris disebut dengan research. Jika
dilihat dari susunan katanya, terdiri dari atas dua suku kata, yaitu re yang
artinya melakukan kembali atau pengulangan dan search yang berarti
melihat, mengamati atau mencari sehingga penelitian atau research
diartikan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan
pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail, dan lebih
komprehensif dari suatu hal yang diteliti."®

Creswell memberikan definisi penelitian adalah suatu proses yang
digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk
meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah.
Langkah-langkah dalam penelitian meliputi memberikan pertanyaan,
mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan itu dan menyajikannya.
Hillway seorang ilmuan mendefinisikan penelitian tidak lain dari suatu
metode studi yang dilakukan seseorang melalui peyelidikan yang hati-hati
dan sempurna terhadap masalah, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat
terhadap masalah tersebut.'’

Sedangkan makna metodologi penelitian itu sendiri adalah suatu
cara yang ditempuh guna mencari, menggali, mengolah dan membahas
data-data guna memperoleh suatu jawaban tentang apa yang ditanyakan
dalam rumusan permasalahan. Sebuah penelitian tidak akan dilakukan jika

tidak didahului dengan adanya sebuah permasalahan sehingga untuk

15 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 19.

' Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta :
Salemba Humanika, 2012. him 2.

7 Moh Nazir, Metode Penelitian, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2014, him.4.



menjawab  permasalahan tersebut seseorang harus mempunyai
pengetahuan tentang apa yang ditanyakan.'®

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan metode

pendekatan kualitatif. Alasan penggunaan metode kualitatif karena
penelitian tersebut bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial
masyarakat. Pada pendekatan kualitatif, penyusun merupakan instrument
utama dalam pengumpulan data. Penelitian kualitatif memusatkan
perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum. Penelitian hukum
ini dimaksudkan dengan mengambil bentuk penelitian normatif-
empiris atau non doktrinal di Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM
Mandiri UPK Amanah, Gringsing, Batang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu
penelitian yang memiliki karakteristik, bahwa datanya dinyatakan
dalam keadaan sewajarnya, atau sebagaimana aslinya (natural setting),
dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.
Penilitian kualitatif ini tidak bekerja menggunakan data dalam bentuk
atau diolah dengan rumusan dan tidak ditafsirkan/ diinerprestasikan
sesuai ketentuan statisik/ matematik."’

2. Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Sumber primer merupakan sumber data yang diperoleh dari
data-data sumber primer yaitu sumber asli yang memuat informasi
atau data tersebut.*’Sumber data ini penulis ambil dari pimpinan

dan staff UPK, 3 ketua kelompok dan 4 anggota kelompok Simpan

'8 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 1.

' Hadawi dan Mimi Martin, Penelitian Terapan, (Yogyakarta : Gajahmada University
Press), 1996, h. 174.

PTatang MAmrin, MenyusunRencanaPenelitian, — Cet. ke-3, (Jakarta: PT. Raja
GrafindoPersada, 1995), h. 133.

10



Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri UPK Amanah
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang.

b. Data Sekunder

Sumber sekunder adalah bahan pustaka yang ditulis dan
dipublikasikan seorang penulis yang tidak secara langsung
melakukan pengamatan atau berpartisipasi dalam kenyataan yang
di deskripsikan. Dengan kata lain penulis tersebut bukan penemu
teori.”’ Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak
lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti, dari subjek
penelitiannya. Data sekunder ini sering disebut dengan data tangan
kedua. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau
data laporan yang telah tersedia. Data primer dan sekunder, dapat
pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang
berupa angka-angka dan kualitatif yang berupa kategori-kategori.
3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yaitu aturan-aturan hukum yang dipakai untuk

menganalisis permasalahan penelitian”, pada penelitian ini terdapat

beberapa bahan hukum

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang mengikat atau
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-

undangan, dan putusan hakim.”

Bahan hukum pertama yang
diperoleh peneliti dari Al-Qur’an, hadits, Undang-Undang Dasar
maupun Undang-undang lainnya®*. Dalam hal ini penyusun
mengambil beberapa hadits dan fatwa yang berkenaan dengan

simpan pinjam, utang piutang dan akad gardh.

*! Ibnu Hadjar, Dasar-Dasar Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan, (Jakarta :
Raja Grafindo Persada, 1996), h. 84.

2 Sahidin, Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Semester 6, Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2009), hlm 93

2 Sahidin, Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Semester 6, Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum.
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b. Bahan hukum sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan
memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah.”> Atau
bahan hukum kedua setelah bahan hukum primer yang ,meliputi
pendapat para ahli, tafsir dan kitab-kitab fikih. Pada penelitian ini
penyusun mengambil beberapa kitab dan pendapat para ahli
mengenai akad gardh dan utang piutang atau pinjaman.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan
hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan
pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis
gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus
Hukum.?

Dalam menggunakan bahan hukum, penulis lebih merujuk
mengambil referensi untuk bahan hukumnya yakni aturan-aturan/
hukum-hukum yang dipakai penyusun untuk menganalisis masalah
adalah ada 3, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Untuk
bahan hukum primer penyusun menggunakan Al Qur’an, hadist, dan
kaidah figh untuk menganalisis hukum Islamnya. Untuk bahan hukum
sekundernya, penyusun menggunakan sedikit pendapat para tokoh
ilmuan Islam, dan wuntuk bahan hukum tersiernya penulis
menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun Kamus Hukum.

4. MetodePengumpulan Data

Pada kesempatan ini, penyusun menggunakan pendekatan studi
kasus (case study). Pendekatan ini merupakan salah satu pendekatan
kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem

terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai

5 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2009), hlm 93

%6 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2009), hlm 93
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kasus).” Metode ini penyusun gunakan dengan jalan membaca,
menelaah buku-buku dan jurnal, artikel-artikel serta tulisan yang
lainnya dan tentunya melakukan observasi secara langsung. Penyusun
menghimpun data dari narasumber, literature yang digunakan tidak
buku-buku, tetapi berupa bahan dokumentasi, supaya dapat ditemukan
berbagai teori hukum, pendapat, guna menganalisis masalah.

Terdapat beberapa cara yang penyusun lakukan dalam
mengumpulkan data dengan masalah praktik Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan Gringsing,
Batang. , yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh
manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu
utamanya seperti telinga, mulut, penciuman, dan kulit. Dalam hal
ini orang yang melakukan observasi adalah orang yang
menggunakan kemampuannya untuk menggunakan pengamatannya
melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca
indra lainnya.*®
1) Observasi Partisipatoris adalah seorang peneliti terlibat

langsung sebagaimana orang yang diteliti.

2) Observasi Non Partisipatoris, seorang peneliti hanyalah

meneliti, tidak sebagai orang yang diteliti. *

Dalam penelitian ini penyusun akan menggunakan observasi
non partisipatoris. Pada metode ini penyusun hanyalah meneliti,
tidak ikut terlibat langsung dalam praktik Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri UPK Amanah

Kecamatan Gringsing, Batang. Dengan mengamati secara langsung

7 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif Dan Design Riset: Memilih Antara Lima

Pendekatan, Terj. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015). hlm 137.

hlm 2.

hlm 167.

BurhanBugis, PenelitianKualitatif, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2008),

¥Muhammad Ali, StrategiPenelitianPendidikan, Cet ke- 1, (Bandung: Angkasa, 1993),
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dan mencatat data-data serta keterangan-keterangan penting terkait

masalah yang diteliti®**. Metode ini dilakukan untuk memperoleh

data yang diperlukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data
apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, apabila penyusun ingin
mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam. Teknik
mengumpulkan data ini berdasarkan dari pada laporan diri sendiri
atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau
keyakinan pribadi.*® Wawancara dilakukan karena ada anggapan
bahwa hanya narasumber yang paling tahu tentang diri mereka
sendiri, sehingga informasi yang tidak dapat diamatinya atau tidak
diproleh dari alat lain akan tetapi dengan wawancara misalnya
tentang tanggapan, keyakinan, perasaan, dan cita-cita.*

Metode wawancara yang digunakan penyusun adalah
wawancara tidak terstruktur .Penyusun hanya mengajukan
sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang mengandung jawaban atau
komentar subyek secara bebas. Pedoman wawancara hanya berupa
pertanyaan-pertanyaan singkat dengan membuka kemungkinan
penulis menerima jawaban panjang® tentang praktek Simpan
Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Kecamatan
Gringsing, Batang.

Pada metode ini penyusun mewawancarai pimpinan, staf UPK
Kecamatan Gringsing, ketua kelompok dan anggota SPP secara
langsung.

¢. Dokumentasi

30 Sahidin, Materi Perkuliahan Metode Penelitian Hukum Semester 6, Hukum Ekonomi
Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum

3Sugiyono, MetodePenelitianPendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm 194.

RiantoAdi, MetodologiSosialdanHukum, (Jakarta: Granit, 2005), him 72.

33SudarwanDanim, MenjadiPenelitiKualitatif, (Bandung :PustakaSetia, 2002), hlm 139.
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Dokumentasi adalah suatu penyelidikan terhadap benda-benda
tertulis seperti buku-buku, majalah dan dokumen. Dokumentasi
disini penulis menggunakannya untuk mempermudah penulis
dalam pengumpulan, penyusunan, dan pengelolaan data atau
dokumen, serta literature yang berkaiatan dengan objek penelitian®*
yaitu praktik Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) PNPM
Mandiri Kecamatan Gringsing, Batang.

5. Analisis Data
a. Reduksi Data

Merupakan kegiatan meresum data-data yang diperoleh
berdasarkan tema penelitian, memfokuskan pada hal-hal penting
dan mencari tema serta polanya. Reduksi data diperlukan karena
banyaknya data dari masing-masing narasumber yang dianggap
tidak relevan dengan fokus penelitian sehingga perlu dibuang atau
dikurangi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas dan mempermudah penyusun untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya. Peneliti mengumpulkan data
sebanyak-banyaknya mengenai pinjaman atau utang piutang yang
menggunakan akad gardh dan kemudian menentukan pola pada
Simpan Pinjam yang menjadi objek penelitian.

b. Display Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah
menyajikan data, dalam penelitian kualitatif display data dapat
dilakukan dalam bentuk wuraian singkat naratif mengenai
permasalahan yang diteliti. Pada sesi ini penyusun menguraikan
tentang pinjaman, utang piutang dalam islam dan akad gardh.

c. Analisis Data
Ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang

diperoleh dari hasi wawancara, observasi dan bahan bahan lainnya.
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Penyusun berusaha mencari data melalui wawancara dan observasi
langsung pada praktek pelaksanaan Simpan Pinjam kelompok
Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Gringsing,
Batang. Kemudian menyusun data-data hasil penelitian secara
sistematis dan teratur.
d. Verifikasi Data

Yaitu penarikan kesimpulan dari permasalahan yang telah
diteliti dan menjawab rumusan masalah yang ada Penarikan
kesimpulan atau verifikasi merupakan kesimpulan yang dapat
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan mendapatkan

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.>

Setelah melakukan serangkaian penelitian, penyusun kemudian
menarik kesimpulan mengenai pinjaman yang menjadi pokok
permasalahan dan menjawab dua rumusan masalah yang telah peneliti

tuliskan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara
global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran
menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau
penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan
skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik
berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung
dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bagian ini berisi tentang sampul, lembar berlogo, halaman judul,
abstrak, surat pernyataan skripsi, halaman nota, halaman pengesahan,
pedoman transliterasi arab — latin, persembahan dan motto, kata pengantar,

daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

»Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatankuantitatifKulitatif,
(Bandung:Alfabeta, 2010). hlm 91.
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Bab I: Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: LandasanTeori. Menjelaskan tentang landasan teori yang
dikemukakan yaitu : pengertian utang/pinjaman dalam Islam, dasar hukum
pinjaman dalam Islam, akad gardh yang digunakan dalam pinjaman, syarat
dan rukun akad gardh, dan riba.

Bab III: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM
Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing
Kabupaten Batang). Yang berisi antara lain : gambaran umum SPP PNPM
Mandiri kecamatan Gringsing dan keadaan masyarakat (kondisi ekonomi
dan mata pencaharian) dan pinjaman dengan prinsip akad gardh.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan berisi hasil penelitian
dan pembahasan hasil penelitian yaitu : Analisis hukum Islam terhadap
praktik pinjaman SPP PNPM Mandiri dengan akad gardh.

Bab V: Berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian dan saran-

saran yang relevan.
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BAB II
KONSEP UMUM AL-QARDH DAN RIBA

A. Pengertian Al-Qardh

Al-Qardhu (utang) berasal dari kata garadha — yaqridhu — gardhan.
Secara bahasa, ari asalnya adalah A/-Qath’u (potongan)' atau terputus.
Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang
lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu.” Pengertian lain dari
utang-piutang atau gardh adalah harta yang diberikan oleh mugridh
(pemberi utang) kepada mugtaridh (orang yang berutang) untuk
dikembalikan kepadanya sama dengan yang diberikan pada saat mugtaridh
mampu mengembalikannya.® 4l-gardh adalah pemberian harta kepada orang
lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain
meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur figh klasik,
qardh dikategorikan dalam akad ta’awuni. * Akad gardh atau pinjaman
bertujuan sebagai sikap ramah tamah sesama manusia, membantu dan
memudahkan segala urusan kehidupan mereka, dan bukan bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dan berbisnis.’

Menurut fatwa DSN MUI, gardh adalah suatu akad pinjaman kepada
nasabah dengan ketenuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yg
diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan
nasabah. Menurut UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, gardh
adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa

nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang

" Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit
Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 36.

* Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta : Fajar Media Press,
2014, him 177.

3 Yusuf as- Sabatin, Bisnis Islam dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis, Bogor : al-
Azar Press, 2011, hlm 364.

* Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah : Dari Teori Ke PraktikJakarta : Gema
Insani Press, 2001, hlm 131

> Sayyid Sabiq, Terjemah Figh Sunnah, jilid 4, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, cet.1
hlm 183.
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telah disepakati.® Dalam perbankan syariah terdapat kegiatan usaha,
diantaranya penyaluran dana melalui prinsip pinjam meminjam berdasarkan
akad gardh. Al-qardh merupakan pinjaman kebaikan yang digunakan untuk
membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. ’

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang-piutang
merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta’awun (pertolonngan) kepada
pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dan hikmah
dibolehkannya utang-piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat
manusia dalam pergaulan hidup, karena diantara umat manusia itu ada yang
berkecukupan dan ada yang berkekurangan. Orang yang berkekurangan

dapat memanfaatkan utang dari pihak yang berkecukupan.®

. Dasar Hukum Qardh
Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad gardh
adalah:

—O06OfO0RK (090 &»hHoRKa  QROSO
~060F0v04+: HOEIRD NIe@K >

<0701 BXU220080 0l ea
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“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah
tangguh sampai berkelapangan” (QS. Al- Bagarah [2] : 280)°
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6 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015,

cet.1, him 232

7 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan

(UPP) AMP YKPN, Ed.Revisi, 2005, hlm 102

8 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih, Jakarta : Prenada Media, Edisi Pertama,

Cet.Ke-2, 2005, hlm 223

® Kementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta :

Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25.
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QS.Al-Baqarah (2) ayat 282 — 283 “Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang
penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah
mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berutang itu mengimlakkan,dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya.
Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya)
atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, dan hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi
dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka
(boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang
kamu ridhai. Supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis utang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu
lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih
dekat kepada tidak keraguanmu, kecuali jika muamalah itu perdagangan
tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu
jika kamu tidak menulisnya. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah
memberikan pelajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala
sesuatu. (QS Al Baqarah [2] : 282)

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan
seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.
Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yan
dipercayai itumenunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada
Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena
barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha
Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Bagarah [2] : 283)"°

Para ulama sepakat bahwa kita boleh meminjam harta orang lain
dengan syarat : berniat untuk membayarnya. Namun ulama umumnya
menganjurkan untuk menghindari hutang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah

bahwa Nabi SAW, bersabda:

""Kementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta
Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25-26.
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“Barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya,
niscaya Allah membayarkannya. Dan barangsiapa meminjam dan dia tidak

berniat  membayarnya, niscaya Allah  memusnahkan  hartanya.”
(HR.Bukhari)"'

Hadis Nabi Saw :
A ) g AR ol (e 208 Gas 4als B 0 S sl 8IS i (IS (s
Al o 'K e &8
“Orang yanng melepaskan seorang Muslim dari kesulitannya di
dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan Allah

senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya”
(HR. Muslim)."?

Apabila dalam akad gardh mencantumkan syarat pembayaran yang
melebihi pokok pinjaman (ziyadah), praktek tersebut mengandung unsur
riba.”> Riba utang piutang atau riba nasi’ah ialah tambahan yang sudah
ditentukan di awal transaksi, yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari
orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo.
Dari Ali ra, mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda: “setiap utang

yang menarik manfaat adalah riba™".

C. Rukun dan Syarat Qardh
Dari surat Al-Baqarah ayat 282-283 dapat diketahui rukun dan syarat
dari utang piutang, yaitu :
1. Adanya para pihak
2. Harus tertulis

3. Dibacakan oleh yang berutang

""" Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit
Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, hlm 99

12 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015,
cet.1, hlm 232.

'3 Wahbah Zuhaili, Figh Imam Syafi’i 2, Jakarta : Almahira, 2010, cet 1, him 21.

4 Agus Rijal (Abu Yusuf),Utang Halal, Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit
Permasalahan dalam Syariat Islam, Jakarta : Kompas Gramedia, 2013, him 114.
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Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali

Adanya saksi 2 orang laki-laki

Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki
dan 2 orang perempuan.

Adanya jumlah utang yang pasti

Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)

Adanya barang tanggungan/jaminan.

Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk

akad ada 4 yaitu:

1.

Para pihak yang membuat akad (al — aqd)

2. Pernyataan kehendak para pihak (sighat al — aqd)
3.
4. Dan tujuan akad (maudu’ al-agd)."

Objek akad (mahallul aqd)

Seperti halnya jual beli, rukun gardh juga diperselisihkan oleh para

fugaha. Menurut Hanafiah, rukun gardh adalah ijab dan qabul. Sedangkan

menurut jumhur fugaha rukun gardh adalah:

a. Aqid

Untuk agid, baik mugridh maupun mugtaridh disyaratkan harus
orang yang dibolehkan melakukan fasarruf atau memiliki ahliyatul ada’.
Oleh karena itu, gard tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih
di bawah umur atau orang gila. Syafi’iyah memberikan persyaratan untuk
muqridh, antara lain:

1) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan tabarru

2) Mukhtar (memilik pilihan)

3) Sedangkan untuk mugtaridh disyaratkan harus memiliki ahliyah atau
kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal dan

tidak mahjur ‘alaih.

15 A.Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,
2012, hlm 395-398.
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b.

Ma’qud ‘Alaih

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Malikiyah, Syafi’iyah
dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam al-gardh sama dengan
objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (makilat) dan
ditimbang (mauzunat), maupun gimiyat (barang-barang yang tidak ada
persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan
barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang

boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad gardh.

. Shighat (Ijab dan kabul)

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu,
akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan gabul sama
seperti akad jual dan hibah. Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal
qardh (utang atau pinjaman) dan salaf (utang), atau dengan lafal yang
mengandung arti kepemilikan. Contohnya : saya milikkan kepadamu
barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya
penggantinya. Penggunaan kata milik di sini bukan berarti diberikan

cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar. '

D. Pengambilan Manfaat atas Qardh

Mugridh tidak boleh mengambil manfaat atas akad gardh yang

dilakukannya, baik manfaat tersebut diperjanjikan atau disepakati dalam

akad maupun telah menjadi kebiasaan yang dianggap baik. Di antara

pengambilan manfaat gardh adalah iwadh (imbalan), baik berupa barang

ataupun jasa. Beberapa diskusi mengenai imbalan atas gardh antara lain:

1.

Imbalan atas gardh boleh diterima mugridh dengan ketentuan bahwa
imbalan tersebut tidak diperjanjikan dalam akad karena adanya hadits
yang berbunyi:

Setiap pengambilan manfaat atas qardh termasuk riba

2. Imbalan gardh tidak boleh menjadi kebiasaan karena adanya kaidah:

' Wardi Muslih, Ahmad, Figh Muamalat, Jakarta : Amzah, 2015, hlm 278-279
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“Setiap perbuatan yang dianggap baik berdasarkan kebiasaan,

laksana telah disepakati sebagai syarat yang berlaku diantara mereka”

Apabila imbalan diberikan oleh mugtaridh kepada mugqridh

tanpa diperjanjikan dalam akad dan tidak menjadi kebiasaan, imbalan

termasuk kebaikan, sebagaimana Imam Ahmad dan Muslim
meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

eliad i K0

“Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik

dalam pengembalian utang”."’

E. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah
Diantara manfaat gardh yaitu sebagai berikut :

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk
mendapat talangan jangka pendek

2. Al-qard al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank
syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi
sosial disamping misi komersial

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik

dan akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam gardh terhitung tinggi karena ia dianggap
pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Aplikasi Qardh dalam
Perbankan Syariah . Akad gardh biasanya diterapkan pada hal-hal berikut :
1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas

dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk
masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan

secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.

"7 Jaih Mubarok, Hasanudin, Fikih Mu’'amalah Maliyah Akad Tabarru’, Bandung:
Simbiosa Rekatama Media, 2017, him 82.
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2. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia
tidak bisa menarik dananya karena misalnya, tersimpan dalam bentuk
deposito.

3. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau

membantu sektor sosial.'®

F. Riba

1. Pengertian

Secara bahasa, Ibnu Al Arabi Al Maliki mendefinisikan riba
dalam kitabnya Ahkam Al-Qur’an sebagai ziyadah (tambahan).'’ Dalam
pengertian lain secara [linguistik, riba juga berarti tumbuh dan
membesar. Ibnu al Arabi al- Maliki mendefinisikan riba sebagai
tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau
penyeimbang yang dibenarkan syariah®. Adapun menurut istilah secara
teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal
secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun
secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba
adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun
pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip
muamalah dalam Islam.”'

Badrudin Al Ayni mendefinisikan riba dalam kitabnya Umdatul
Qari, Syariah Shahih Al Bukhari

die e e Jle daal e 3ol 3l g il (8 g 33050 (L)) 48 Jea)

’

“Prinsip utama dalam riba adalah penambahan.’

Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa
adanya transaksi riil. Sedangkan Imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi

berpendapat :

18 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015,
cet.1, him 233-234.

' Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha Ilmu,2015,
hlm. 1.

? Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema
Insani, 2001, hlm 37-38 .

I Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi,
Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hlm 149.
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Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis
tanpa adanya iwadh (transaksi bisnis/ dagang yang riil).

Sedangkan Imam An Nawawi dari madzhab Syafi’i berpendapat
bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur’an dan As-Sunnah
adalah penambahan atas pokok karena unsur waktu. Dalam dunia
perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu
pinjaman. Pada dasarnya, riba adalah pembayaran yang dikenakan
terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman
tersebut digunakan.

Dalam pengertian lain secara bahasa, riba juga berarti tumbuh
dan membesar. Sedangkan secara teknis riba berarti pengambilan
tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Secara umum dapat
kita artikan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam
transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau
bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Dengan demikian
dapat kita simpulkan sesuai pendapat Ibnu Hajar ‘Askalani bahwa inti
riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang
maupun uang. >
Hukum Riba

Al-Qur’an mengutuk riba dengan keras, namun tidak banyak
memberikan penjelasan makna istilah tersebut, selain membandingkan
riba dengan sedekah dan menyebutnya dengan “penggandaan” yang
berlebihan. Para penafsir menggambarkan praktek memperpanjang
penangguhan pembayaran kepada debitur dengan imbalan berupa

tambahan pada utang pokok pada jaman pra Islam.”

hlm 2-3.

2 Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha Ilmu,2015,

“Frank E Vogel dan Samuel L Hayes, Hukum Keuangan Islam Konsep, Teori dan

Praktik, Bandung : Penerbit Nusamedia, 2017, hlm 93.
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Ulama fiqgih sepakat menyatakan bahwa muamalah dengan cara
riba itu hukumnya haram. Keharaman riba ini dapat dijumpai dalam:
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“Dan  disebabkan  mereka  memakan riba, padahal
sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka
memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah
menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa
yang pedih.” (QS. An-Nisa [4] : 161)**

Al-Qur’an juga menjelaskan keharaman riba yang dapat kita

temui dalam:
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan

riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah
supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS Ali Imron [3]: 130)*
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 Kementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta :
Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 53.

K ementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta :
Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 34.
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“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu,
adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual
beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba),
maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan wurusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang
kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni
neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS Al-Baqarah [2] : 275)
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“Hai orang-orang yang berlman bertakwalah kepada Allah

dan tinggalkan sisa riba (vang belum dipungut) jika kamu orang-orang
yang beriman.” (QS Al-Bagarah [2] : 278)
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“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba),

maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan
Jjika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok

hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”(QS Al-
Bagarah [2] : 279)*°

Umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum

bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (al- gardh) atau utang

%6 Kementrian Agama, Al Hikmah Al--Qur’an 20 Baris dan Terjemahan 2 Muka, Jakarta :
Penerbit Wali, cet.2, 2013, hlm 25
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piutang, baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun
lainnya. Pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003
[jtima’Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah memfatwakan tentang
status hukum bunga, oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia
memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk
dijadikan pedoman.

Dengan banyaknya penjelasan tentang haramnya riba dalam Al-
Qur’an dan Hadits maka pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama
Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di
Indonesia, dengan pertimbangan:

- Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang
dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadits.

- Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba
yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi’ah.

Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia
termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik
dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan
Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan invidu. Oleh karena itu
bermuamallah dengan lembaga keuangan kovensional untuk wilayah
yang sudah ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah dan mudah
dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan
kepada perhitungan bunga. Namun untuk wilayah yang belum ada
kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan
kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan
prinsip dharurat/hajat.”’

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah bahsul masa’il
Nahdlatul Ulama memutuskan masalah tersebut dalam beberapa kali

sidang. Menurut /ajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti

" Heru Wahyudi, Riba Dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik, Yogyakarta : Graha [lmu,2015,

hlm 9-10.
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hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan
masalah ini.
- Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat
yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.
- Syubhat (tidak tentu halal haramnya), sebab para ahli hukum
berselisih paham tentangnya.”®
3. Macam-macam Riba
Ulama Figh membagi riba menjadi dua macam, yaitu riba al-
fadhl dan riba al-nasi’ah, yaitu:
a. Riba fadhl
Riba fadhl adalah riba yang terjadi pada jual beli barter, yaitu
kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan dengan
ukuran syara’. Ukuran syara’ disini adalah timbangan atau takaran
tertentu. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka
kelebihannya tidak dipandang riba asalkan dengan cara tunai.
Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, dalam berjual beli,
prinsip keadilan dan keseimbangan harus ada. Kalau tidak adil dan
seimbang, maka akan muncul kedzaliman. Oleh sebab itu,
kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis
merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak
lain. Praktik seperti ini menjurus kepada kedzaliman.”

Karena perbuatan ini bisa mendorong seseorang untuk
melakukan riba yang hakiki, maka menjadi hikmah Allah SWT
dengan mengharamkannya sebab ia bisa menjerumuskan mereka ke
dalam perbuatan haram, dan siapa yang membiarkan kambingnya
berada disekitar kawasan larangan hampir saja ia masuk ke

dalamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah.

% Neneng Nurhasanah, Panji Adam, Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi,
Jakarta : Sinar Grafika, 2017, cet 1, hlm 169-170.

* Harun, Riba Menurut Pemikiran M.Quraish Shihab(Telaah Illat Hukum Riba dalam Al-
Qur’an), Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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Termasuk dalam bagian ini adalah riba gardh, yaitu seseorang
memberi pinjaman uang kepada orang lain dan dia memberi syarat
supaya si pengutang memberinya manfaat seperti menikahi
anaknya, atau membeli barang darinya, atau menambah jumlah
bayaran dari utang pokok. Rasulullah bersabda : Setiap utang yang
membawa manfaat, maka ia adalah haram. *°

b. Riba nasi’ah

Riba nasi’ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan
orang yang berutang kepada pemilik modal (pemberi utang) ketika
waktu yang disepakati jatuh tempo. Tambahan (bunga) itu sebagai
imbalan tenggang waktu jatuh tempo, ini yang dinamakan nasi ah.
Apabila pada waktunya sudah jatuh tempo, ternyata yang
berhutang tidak sanggup membayar hutang dan kelebihannya,
maka wak